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Dalam Setahun 30 Reklame llegal Dibongkar

Pemilik Menyalahi Aturan
Perizinan Tidak Taat Pajak

JOGJA - Kepatuhan pengusaha
reklame terhadap Peraturan Dae-
rah (Perda) Kota Jogja Nomor 6
tahun 2022 tentang Penyelengga-
raan Reklame masih rendah. Hal
itu dibuktikan dengan penindakan
yang dilakukan Satuan Polisi Pa-
mong Praja (Satpol PP) selama
satu tahun terhadap 30 titik.

Kepala Bidang Penegakan Peratu-

ran Perundang-undangan Satpol PP

Kota Jogja Dodi Kurnianto menga-
takan, selama 2025 telah membong-
kar 30 titik reklame. Ini karena usaha
menyalahi peraturan perizinan.

Pelanggaran peraturan izin re-
klame berkaitan dengan tidak di-
teruskan pernbayarannya Dalam
artian reklame yang ditertibkan
sebelumnya telah berizin. Karena
tidak taat membayar pajak maka
statusnya menjadi ilegal.

Selain dari sisi perizinan, se-
bagian reklame yang dibongkar
paksa juga dikarenakan faktor
konstruksi rawan roboh.Namun
tidak segera diperbaiki oleh pe-
milik reklame.

"Yang kami bongkar kategori se-
dang dan besar, di atas 8 meter
persegi,” ujar Dodi saat dikonfir-
masi lewat sambungan telepon,
kemarin (8/1).
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Satpol PP selama satu tahun telah menindak terhadap 30 titik reklame ilegal.

Selain melakukan pembongkaran

paksa, sepanjang 2025 Satpol PP Kota

Jogja juga melakukan penghentian
fungsireldlame di 30 titik. Penindakan
diwujudkan dengan penutupanma-
teri iklan menggunakan kain yang
dapat dibuka kembali jika pemilik
reklame mengurus izin.

Kemudian untuk reklame yang
diberi surat peringatan sebanyak
93 titik. Dodi menegaskan, titik-titik

reklame yang sudah mendapatkan
surat peringatan diberi tenggat
waktu 40 hari untuk mengurus
perizinan. "Jika melewati periode
40 hari belum mengurus izin, maka
kami beri surat peringatan pem-
bongkaran,” katanya.

Desakan penertiban reklame

ilegal juga muncul dari kalangan

legislatif. Ketua Komisi A DPRD
Kota Jogja Susanto Dwi Antoro

Kewek, Jogja, kemarin (8/1).

menyebut, kehadiran reklame
ilegal dapat berdampak pada me-
nurunnya iklim investasi di Kota
Jogja. Lantaran membuat potensi
pendapatan asli daerah (PAD)
kurang maksimal. Sebab proses
penarikan retribusi pajak reklame
tidak berjalan. "Milik siapapun,
sepanjang melanggar harus di-
tertibkan,” pesan Toro sapaannya.
(inu/wia/zl)
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